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ORINEWS.id – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,
Yandri Susanto menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)
untuk  menghapus  ambang  batas  presiden  atau  presidential
threshold.

Hal itu disampaikan Yandri selepas mengikuti rapat terbatas
bersama Presiden RI, Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat
sore, 3 Januari 2024.

Yandri menjelaskan bahwa putusan MK yaudah final dan mengikat.
Sehingga ia menghormati keputusan yang akan berlaku pada 2029
tersebut.

“PAN menghormati sangat menghormati keputusan MK karena final
dan mengikat jadi saya kira semua partai Politik atau anak
bangsa insya Allah taat dengan putusan MK,” tegasnya kepada
wartawan.

Ketika ditanya apakah putusan ambang batas akan dimanfaatkan
Partai Amanat Nasional (PAN) untuk memajukan kadernya, Yandri
tidak memberi jawaban pasti.
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“Ya masih lama pemilu kan masih lama,” ujar Yandri yang juga
Wakil Ketua Umum PAN.

Dia hanya menjelaskan bahwa partainya akan setia mendukung
pencalonan Presiden RI, Prabowo Subianto untuk periode kedua.

“Kita masih setia sama Pak Prabowo sampai sekarang yang paling
setia sama pak Prabowo kan PAN tiga kali dukung,” tegasnya.

“Pak Prabowo masih yang terbaik lah,” tambah Yandri.

Presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25
persen  suara  sah  nasional  sebagai  syarat  partai  politik
mengusung capres-cawapres dibatalkan MK pada Kamis, 2 Januari
2024.

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK RI, Suhartoyo dalam Sidang
Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang diajukan empat
mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Ada sejumlah alasan prinsipal dalam demokrasi yang mendasari
MK mengabulkan gugatan pemohon, terutama dianggap bertentangan
dengan hak politik dan kedaulatan rakyat.

Selain  itu,  presidential  threshold  juga  dinilai  melanggar
moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable,
dan secara nyata bertentang dengan UUD 1945.[]
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